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Jakarta.

Wilamarta, Misahardi, 2002, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka
Good Corporate governance, Program Pasca Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Zarkasyi Wahyudin, 2008, Good Corporate Governance Pada Badan Usaha
Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya,,
Alafbeta, Bandung
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B. Hasil Seminar dan Lokakarya

Arifin P. Soeria Atmadja, Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara
Dalam Implikasi Hukumnya Terhadap Risiko Fiskal, Badan
Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, Jakarta 3
November 2008.
Badan Pemeriksa Keuangan, 2012, dalam Diskusi Panel Terbatas: Makna
Keputusan MK atas Piutang Hapus Buku Bank Negara,
Selanjutnya Bagaimana?, Biro Humas dan Luar Negeri
BPK RI, Jakarta.
Bismar Nasution,2006, "Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate
Governance”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor
6, him.6
Claessens Stijn, 2003, "Corporate Governance and Development Focus 1",
Makalah disampaikan pada Global Corporate Governance
Forum,

Darmabrata Wahyono dan Ari Wahyudi Hertanto 2003, Implementasi Good
Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk
Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris
Perseroan Terbatas, Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis,
Vol. 22 No.6

IFC, 2014 ““The Indonesia Corporate Governance Manual: First Edition,”

IFC, , Jakarta

Iskandar R.Asep, "Hukum dan Penegakan Good Governance”, Forum
Keadilan, No 35. Tanggal 15 Januari 2007,
Khairandy Ridwan, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya
Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan
Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara,” Artikel,
Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 20009.

Djuhaendah Hasan, Pengembangan BUMN Serta Harapan BUMN Menjadi
Motor Pembangunan Perekonomian Nasional, Peringatan
70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan S.H., Jakarta,

Fred.B.G. Tumbuan, Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Organ Perseroan
Terbatas Dalam Rancangan Undang-Undangan Perseroan
Terbatas, (Makalah disampaikan pada kongres XVI
Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (PERBANAS),
Jakarta Tanggal 9-22 Mei 2006.

Jusuf Anwar, Aspek-Aspek Hukum Keuangan dan Perbankan: Suatu
Tinjauan Praktis, Makalah dalam Lokakarya Pembangunan



PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES
PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI
INDONESIA

HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.

UNIVERSITAS : ’ ’ I ' . . )
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hukum Nasional VIII Departeman Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Denpasar, 14-
18 Juli 2003.

Nindyo Pramono, Artikel /tulisan *“Hukum perbankan Suatu Kajian
Perspektif Hukum Ekonomi_Makalah disampaikan dalam
Penataran Dosen-dosen Hukum Perdata dan Ekonomi
seluruh Indonesia oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah
Mada, Yogyakarta, tanggal 18-22 September 2000.

-------------------- , Artikel /tulisan “Mengenal Lembaga Perbankan Di
Indonesia Sebuah Pendekatan Dari Perspektif Hukum
Ekonomi,” Yogyakarta, 26 Agustus 1999

Surach Winarni, Team Leader Credit Operation, Bank Mandiri Cabang
Yogyakarta, “ Peranan Perbankan dalam Pemberantasan
Korupsi”, Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas,
Hotel Santika Yogyakarta, 30 Oktober 2008.
Wilamarta Misahardi, 2002, "Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka
Good Corporate Governance”, Tesis, Program
Pascasarjana FH Ul, Jakarta

Wiangsa Wijdjaya Z, “ Hapus Buku dan Hapus Tagih Piutang Negara Bank-

bank BUMN?”, Jurnal Hukum Bsinis Volumne 23 No. 2,
Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2004

C. Majalah dan Surat Kabar

Bismar Nasution, 2006, "Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate
Governance", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6.

Erman Radjaguguk, Menyoal “Ketidakjelasan” (definsi) Uang Rakyat,
Newsletter KHN, Vol. 6, No. 2 Agustus 2006.

Erman Rajagukguk, “Menafsirkan Kembali Definisi Kekayaan Negara”
Bisnis Indonesia, Kamis 9 November 2006.

Fred B. G Tumbuan, Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab
Direksi, Komisaris, Dan Pemegang Saham Menurut UU No. 1
Tahun 1995, him. 3, dalam Seminar sehari Bedah Tanggung
Jawab Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Dan Kurator Dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas, diselenggarakan oleh Asosiasi
Kurator dan Pengurus Indonesia (APKI) Jakarta, 15 November
2001,
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Harian Kompas, Harian Kompas, Tanggal 14 Oktober 2008, lihat juga
Krugman dalam artikel, Krisis Ekonomi AS :Tragedi Titanic Dalam
Keuangan Dunia, Eksekutif News (Majalah bisnis, ekonomi dan
politik), Vol. 4/25 Oktober — 25 November 2008.

Ibrahim R, Landasan Filsofis dan Yuridis Keberadaan BUMN:Sebuah
Tinjauan, Artikel Utama Jurnal Hukum Bisnis, 2007, Volume
26 — No.1,
Krugman dalam artikel ” Krisis Ekonomi AS : Tragedi Titanic Dalam
Keuangan Dunia, Eksekutif News ( Majalah bisnis, ekonomi
dan politik), Vol. 4/25 Oktober — 25 November 2008.

Sitompul Zulkarnaen, Pembatas Kepemilikan Bank: Gagasan untuk
memperkuat system perbankan, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22,
Juni, 2003.

Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, Implementasi Good
Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk
Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris
Perseroan Terbatas, Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Vol.
22 No.6, Tahun 2003.

Zimmer, Daniel, 2005 "Legal Personality”, dalam Ella Gepken Jager,
et.all, eds, VOC 1602 - 2002: 400 Years of Company Law,
Kluwer Legal Publisher, Deventer, USA.

D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3872);
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Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran
Negara No. 4297)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400)

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4443)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4357)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106;
Tambahan lembaran Negara Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4488);
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan
dan Penataan Usahaan Modal Negara Pada BUMN. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4556)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005  tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4557)

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor
4652.)

Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.07/2006 Tentang Pengurusan
Piutang Negara/Daerah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI1/2012 Tentang Penilaian
Kualitas Aset Bank Umum, Tanggal 24 Oktober 2012, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5184,

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI1/2006 tanggal 30 Januari 2006
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank
Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006
tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI1/2006.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank
Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006

tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI1/2006
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Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI1/2005 jo. adalah Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/2/PBI1/2009 tentang Penilaian Kualitas
Akiva Produktif Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008
tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/5/2006 tentang mediasi perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5184,

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli
2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara
BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus
2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha
Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 Perubahan Atas
Peraturan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan
Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan
Sebagai Biaya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2013 tentang Tata Cara
Pengembalian ~ Pengurusan Piutang yang berasal dari
penyerahan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki
oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 07/POJK.07/2014 tentang Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank
Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016
tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi
Perusahaan Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum

Keputusan Menteri  Badan Usaha Milik  Negara No. Kep-117/M-
MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Keputusan Gubernur Bl No. 7/ 45/ PBI/ 2005 tentang Perlakuan Khusus
terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Alam di
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kabupaten Nias
serta Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara.

Keputusan Gubernur Bl No 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus
terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di
Jawa Tengah.

Keputusan Gubernur Bl No0.87/84/KEP.GBI/2006 tentang Penetapan
Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya sebagai
Daerah yang memerlukan Perlakuan Khusus terhadap
Kredit Bank; daerah di kabupaten maupun kota di
Sumatera Barat masuk wilayah yang terkena dampak
langsung bencana alam pada 30 September 2009.

Keputusan Gubernur Bl No.11/60/KEP.GBI/2009 tentang Penetapan Kota
Padang, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang
Panjang, Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman,
Kabupaten Agam, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok
sebagai Daerah diperlukan perlakuan khusus terhadap
Kredit Bank.

Keputusan Gubernur Bl No : 11/60/KEP.GBI/2009 tentang Penetapan Kota
Padang, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang
Panjang, Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman,
Kabupaten Agam, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok
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sebagai Daerah diperlukan perlakuan khusus terhadap
Kredit Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/Dpdn Tanggal 29 April 2013
Tentang Kepada Semua Bank Umum Konvensional Di
Indonesia  Perihal  Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum Kepada Semua Bank
Umum Konvensional Di Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/Dpdn Tanggal 29 April 2013
Tentang Kepada Semua Bank Umum Konvensional Di
Indonesia  Perihal  Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum Kepada Semua Bank
Umum Konvensional Di Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 april 2013 Perihal
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank
Umum

Surat Edaran  Nose : S.9-DIR/ADK/02/2008 tentang Hapus Tagih
Piutang/Kredit Bermasalah Akibat Bencana Alam atau
Kejadian Luar Biasa (Force Majeur) atau Piutang/Kredit
yang telah ditetapkan PSPBDT

Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Thk Nose: S.9b
— DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Kedua atas Ketentuan
Hapus Tagih Piutang/Kredit Bermasalah Akibat Bencana
Alam atau Kejadian Luar Biasa (Force Majeur) atau
Piutang/Kredit yang telah ditetapkan PSBDT

Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Thk Nose: S.9b
— DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Kedua atas Ketentuan
Hapus Tagih Piutang/Kredit Bermasalah Akibat Bencana
Alam atau Kejadian Luar Biasa (Force Majeur) atau
Piutang/Kredit yang telah ditetapkan PSBDT, Daerah
Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai wilayah atau
daerah yang terkena dampak langsung bencana alam via
Keputusan Gubernur Bl No. 8/10/PBI1/2006 tentang
Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana
Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Daerah Sekitarnya di Jawa Tengah.

Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Thk Nose: S.9b
— DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Kedua atas Ketentuan
Hapus Tagih Piutang/Kredit Bermasalah Akibat Bencana
Alam atau Kejadian Luar Biasa (Force Majeur) atau
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Piutang/Kredit yang telah ditetapkan PSBDT, Nangroe
Aceh Darussalam ditetapkan sebagai wilayah atau daerah
yang terkena dampak langsung bencana alam via
Keputusan Gubernur Bl No. 7/45/PBI1/2005 tentang
Perlakuan Khusus tehadap Kredit Bank Umum Pasca
Bencana Alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dan Kabupaten Nias serta Kabupaten Nias Selatan,
Propinsi Sumatera Utara.

Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Umum,

Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 Penerapan Tata Kelola Bagi
Bank Umum
Putusan Mahkammah Konstitusi Nomor 77/PUU-X/2012 tanggal 25
September 2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1144 K/Pid/2006,
tanggal 13 September 2007

Putusan Mahkammah Konstitusi Nomor 003/PUU-1V/2006, tanggal 25 Juli
2006

Putusan Mahkammah Konstitusi Nomor 77/PUU-1X/2011, tanggal 25
September 2012

Putusan Mahkammah Konsitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18
September 2014

Putusan Mahkammah Konstitusi Nomor 62/PUU-X1/2013 tanggal 18
September 2014

E. Bahan Internet

A. J. Boyle, 2011, Minority Shareholders’ Remedies: The rule in Foss v.

Harbottle, Cambridge University Press dalam
http://assets.cambridge.org/97805217/91069/excerpt/9780521791069 excerpt.pd

f diakses pada 15 Agustus 2015.

Bambang Hendarso Danuri, Ka.Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian,
2009, Diskusi Panel Ahli Pusat Studi Hukum dan Pembangunan
(PSHP), Jakarta, Diakses terakhir tanggal tanggal 16 Mei 2009
http://www.hukum_online.com/htm. tanggal 16 Mei 2009.

Eddy OS Hiariej, Selaku Saksi Ahli dalam sidang lanjutan uji materi
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah



PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES
PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI
INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Konstitusi, Selasa, tanggal 10 Mei 2015,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/It57330adb02c1b/dua-
ahli-hukum-ini-bongkar-kelemahan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor,
11Mei 2016, diakses pada tanggal 28 Juli 2017

Djiwandono Soedradjad, Mewaspadai Kredit Bermasalah,
https://kompas.id/baca/opini/2017/04/07/  mewaspadai-kredit-
bermasalah/, diakses pada tanggal 7 April 2017

Faiz, Muhammad., Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula
Arbitrase ke Muka Pengadilan. www.panmuhamadfaiz.com

Gatot Suwondo, Ketua Himbara, “kredit-macet-bank-bumn-capai-rp-88-
triliun-sejak-1966*
http://finance.detik.com/read/2012/12/13/125209/2117449/5/,
diakses tanggal 6 Mei 2013.

Herdaru Purnomo, 2012, Putusan MK Perbolehkan Bank BUMN Lakukan
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